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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu bangsa yang ingin mewujudkan tujuan dancd@anegaranya harus
melaksanakan pembangunan nasional secara beredean#dertahap serta terus
menerus dan berkesinambungan, yang meliputi ségadag kehidupan bangsa itu
sendiri baik fisik maupun non fisik. KeterlibatatdBIN, BUMD serta badan yang
lain sebagai pelaku ekonomi harus lebih dimaksiarallkkarena keterlibatannya
memiliki kontribusi terhadap penerimaan kas Negaeautama penerimaan dari
sektor pajak. Sektor pajak merupakan pilihan yamatt karena sektor ini relatif
lebih stabil terhadap perbaikan perekonomian nasion

Disamping itu pajak merupakan wujud partisipasitaymasyarakat dalam
pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kesaddsan tanggung jawab
masyarakat terhadap pembangunan nasional. Perkgarbgperpajakan semakin
lama semakin penting karena pajak tidak hanya rmdesjamber penerimaan Negara
tetapi juga menjadi alat kebijakan ekonomi dan kgaa Negara.

Seiring dengan hal tersebut diatas, maka timbudlafitu reformasi dalam
perpajakan. Tujuan dari reformasi perpajakan yatahtdilakukan ini adalah untuk
mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di bidargpgjakan, menciptakan
sistem perpajakan yang sederhana dengan membekkaercayaan kepada
masyarakat untuk menghitung, melaporkan dan memisayaliri jumlah pajak yang
terutang, meningkatkan penerimaan pajak sebagaibesumtama pembiayaan
pembangunan dengan melibatkan seluruh anggota raiayaecara gotong royong
dalam pembangunan di sektor perpajakan.

Indonesia sejak tahun 1950 telah memungut pajak lala lintas barang
dalam masyarakat yang dikenal dengan Pajak Penjuledenudian diganti dengan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mulai diberlakukada April tahun 1985.
dasar pemikiran pengenaan Pajak Pertambahan N®BN) ini adalah untuk

mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyauakak berkonsumsi yang



pengenaannya dilakukan tidak secara langsung pawkuknen. Pajak ini dikenakan
pada setiap mata rantai jalur produksi maupun giktribusi.

Dalam setiap penyerahan barang yang menjadi olgglk PPertambahan Nilai
(PPN) dari tingkat pabrikan, pedagang besar hipggiagang eceran akan dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menduduki tempat ysaggat penting
karena meliputi semua lapisan masyarakat dan lyasiimempunyai peranan yang
besar dalam APBN, bahkan dapat diharapkan hasdkga lebih besar dari pada
jenis pajak lainnya. Karena seluruh masyarakatried@a akan terlibat dalam pajak
ini, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan.&&$iap warga masyarakat akan
membeli barang kebutuhan hidupnya yang hampir keaeya merupakan hasil
produksi yang dikenakan Pajak Pertambahan NilaNjPP

Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di daed@mber yang
memberikan kontribusi penerimaan bagi keuanganatiatsrutama di sektor pajak
adalah PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Keberiogari Jember. PT.
Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosarbdemerupakan BUMN yang
bergerak di bidang perkebunan tembakau dan kakainikUnenunjang aktifitas dan
produksi di dalam perusahaan tersebut, maka dikatulbarang dan jasa sebagai
penunjangnya. Dalam hal ini pajak yang dikenakas gengadaan barang dan jasa
pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebutod&er Jember adalah Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas ymergaitan dengan
pelaksanaan kegiatan perpajakan di PT. Perkebunaganthra X (Persero) Kebun
Kertosari. Maka perumusan masalah yang di dapdalada
a. Bagaimana prosedur pelaksanaan dan pengenaan Pajknbahan Nilai
(PPN) atas pengadaan barang dan jasa yang ada BeEkEbunan Nusantara

X (Persero) Kebun Kertosari.



1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

a.

Ingin mengetahui dan memahami serta mendapatkanmaki secara
langsung pelaksanaan dan pengenaan Pajak Pertamigdia(PPN) di

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosar

Ingin memperoleh dan mendapatkan pengalaman kegjgagai

penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menerppuatidikan di
Diploma 1l Perpajakan, Fakultas llmu Sosial Damudl Politik,

Universitas Jember.

1.3.2 Manfaat dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.

a.

Sebagai sarana untuk membantu atau memperluas w@awas
pengetahuan serta melatih dan menguji teori pedaajadengan
mempraktekkan secara langsung pada PT. Perkebuoaantdra X
(Persero) Kebun Kertosari.

Untuk memperoleh tambahan pengalaman kerja yangndrdaat
dikemudian hari sebagai bekal memasuki dunia kengy nyata.

Untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilanaskreatifitas
dalam diri.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Fungsi Pajak
2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut pendapat Prof. Dr. AJ. Andriani, (dalam tBbhardjo, 1978:2)

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat sfigak) oleh yang wajib

membayarnya menurut peraturan dan perundang-undaymyag berlaku, dengan

tidak mendapatkan kontraprestasi langsung atalk tiendapatkan imbalan secara
langsung terhadap pembayaran pajak tersebut. Regdkngsi untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan mengms Negara untuk

menjalankan dan menyelenggarakan pemerintahannya.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (dalam Masdio, 2003:1). “Pajak
adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasamkdang-undang, dengan tidak
mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yangsung dapat ditunjukkan dan
yang digunakan untuk membayar pengeluaran umumrpeatean”.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwakpajemiliki unsur-unsur
sebagai berikut :

a) luran dari rakyat kepada Negara.

Yang berhak membayar pajak adalah seluruh rakyat yng berhak

memungut pajak adalah Negara. luran tersebut beuspey dan bukan

barang.

b) Tanpa adanya jasa timbal balik atau kontrapretiagsung atas pembayaran
pajak kepada Negara. Dalam pembayaran pajak tidgdatdditunjukkan
adanya kontraprestasi langsung individual oleh pevad.

c) Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuatarigrundang serta

aturan pelaksanaannya yang berlaku.

d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, iyglamgeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi semua warga Negara



2.1.2 Fungsi Pajak
Fungsi pajak dibedakan menjadi dua, yaitu :
a. FungsiRegulerend (Mengatur).
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksank&bijaksanaan
pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. (Mam@ 2003:3)
Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi :

1) Pajak yang tinggi dikenakan pada minuman keras kuntu
mengurangi konsumsi atas minuman keras.

2) Tarif pajak untuk ekspor 0%, untuk mendorong eksparduk
dalam negeri di pasar internasional.

3) Pajak yang tinggi dikenakan atas barang-barang mewvduk
mengurangi gaya hidup konsumtif.

Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Bidang Sosial :

Menciptakan jaminan sosial untuk golongan berpesitdrakecil
Menciptakan pemerataan dalam kekayaan nasiongletaghasilan.
b. FungsiBudgetair
Sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membj@s@geluaran-
pengeluaran Negara (Mardiasmo, 2003:1)
Pengeluaran Negara terdiri dari :
Pengeluaran Rutin Negara :
APBN, APBD, Pembayaran Gaji Pegawai Negeri, dll.
Pengeluaran Pembangunan :
Pembangunan jalan-jalan umum, prasarana umum, dan
pembangunan lainnya yang berhubungan dan bermaunfdak

masyarakat luas.



2.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut golongannya pajak dikelompokkan menjadi, daitu :

a.

Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul isepiéh wajib pajak
dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepadang lain.
(Mardiasmo, 2003:5)

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akdidapat dibebankan
atau dilimpahkan kepada orang lain (Mardiasmo, Z8)03

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut sifatnya, pajak dibedakan menjadi duauyait

a.

Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atarddsarkan pada
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dirijibwaajak
(Mardiasmo, 2003:6)

Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal padgkaa, tanpa
memperhatikan keadaan wajib pajak . (Mardiasm®3&H)

Menurut lembaga pemungutannya pajak dibedakanadiedijia yaitu :

a.

Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh petaéripusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan, NMigak Penjualan
Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, danVBearai.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh petabridaerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.



2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak
Dalam literatur yang terbaru, sistem pemungutamkpaibedakan menjadi
tiga yaitu :
a) Saf Assesment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewekepada wajib
pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang teguta
Ciri-cirinya :
1. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetodan
melaporkan sendiri pajak yang terutang.
2. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yangateywada
pada Wajib Pajak sendiri.

b) Official Assesment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi weawgeriepada
pemerintah atau pihak fiskus untuk menentukan bgaapajak yang
terutang oleh wajib pajak.
Ciri-cirinya :
1. Wajib pajak bersifat pasif.
2. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yangateywada
pada pihak fiskus
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Kei@ta Pajak
(SKP) oleh pihak fiskus.

c) With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewekepada pihak
ketiga (bukan pemerintah atau pihak fiskus dan bukajib pajak yang
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak tgaugng oleh wajib
pajak.



2.2 Pajak Pertambahan Nilai
2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

“Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak ataswkmsi barang maupun
jasa dari dalam negeri (di dalam daerah pabean) ydikenakan atas setiap
pertambahan nilai dan dipungut beberapa kali padibalgai mata rantai penyerahan
atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena P#dK)'( (Mardiasmo, 2003:6).
Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak lamg&arena Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) ini pada akhirnya dapat dibebankan atdimpahkan kepada orang lain
(Konsumen) yang menggunakan BKP atupun JKP.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

“Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai atas barangata adalah Undang-
undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertamballandths Barang dan Jasa
serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagatelahaliubah dengan Undang-
undang No. 11 Tahun 1994 dan disempurnakan dengetarig-undang No. 18
Tahun 2000” (Mardiasmo, 2003:6).

2.2.3 Pengusaha Kena Pajak

Pengusahadalah orang pribadi atau badan yang dalam kegistaha atau
pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor baranegngekspor barang,
melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan bardak) bierwujud dari luar
Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau menkanfgasa dari luar Daerah
Pabean. “Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah ordragipatau badan yang dalam
kegiatan usahanya atau pekerjaannya melakukan qaérvayeatas Barang Kena Pajak
(BKP) atau Jasa kena Pajak (JKP). Yang dikenakaak pgaerdasarkan Undang-
undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tidak teritgsengusaha kecil yang
batasanya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kamarkecuali pengusaha kecil
yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusahaajak (PKP)” (Mardiasmo,
2003:6).



2.2.4 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Kewajiban sebuah badan yang telah dikukuhkan selRgragusaha Kena
Pajak (PKP) adalah sebagai berikut :

a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Patguiena Pajak

(PKP)

b. Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan Bakama Pajak (BKP)

atau Jasa Kena Pajak (JKP).
c. Melakukan pencatatan dalam pembukuan mengenait@agiaahanya.
d. Memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PajakuBkan atas
Barang Mewah (PPn BM) yang terutang.

e. Menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajakjudin atas
Barang Mewah (PPn BM) yang terutang.

f. Mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Maisk Pertambahn
Nilai (PPN).

Sebagaimana diatur dalam Undang- Undang PajakrRleathan Nilai (PPN),
yang menentukan bahwa pengusaha yang melakukaenaday atas Barang Kena
Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) wajib mekamousaha untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), memungut, toengan melaporkan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atasnBaMewah (PPnBM) yang

terutang.

1.2.5Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran

a. Pajak Masukan
Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PRahg
seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena P& karena
perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penannmasa Kena
Pajak (JKP) dan atau pemanfaatan Barang Kena RB}eR) tidak
berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaktsa Kena
Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean dan atau irBpoang Kena
Pajak (BKP).



